
BERITA DAERAH
KABUPATEN MAIALENGKA

NOMORT r TAHUN 2011

PERAruRAN BUPATI IIIA'ALETTGKA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAT AXGGARA]T PEI{DAPATAfi DAFI BELAIIA DAERAH
KABUPATEil IIIA,ALENGKA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ES&

BUPATI MA]ALENGKA,

Menimbang, 
.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah KabupaEn
Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 tentarE .Angrgaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majahngka Tahun Anggaran 2011, maka perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Behnja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Slornor 14 Tahun 195O tentang Pernkntukan, Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berih Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan l(abupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Udang
Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Pr,qinsi Djawa Barat (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Urdang-Undang.............2
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang llanor 5 Tahun 1983 tenhng Ketentuan Llrnum Dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a999);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 356g);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Abs Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonrcr a150);
Undang-Undang l,l,omor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T,ambahan
Lembaran l,legara Rep,ublik Irdonesia llomor 4?86);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundarg-undangan (Lembaran Negara Republik Indorrcsia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Homor a38g);

4.

5.

7.

8.

9.Undang-Undang...........3



aJ

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor,+40O);

10. Undang-UndarE l,l,omor 25 Tahun 20021 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?:O04

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoraaZl);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Irdormia Tahun 2004 Nonpr 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubh terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20OB tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerinbhan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2004 f,tomor L26, Tarnbafian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nonpr 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiian Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5Oa3); 

!
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran filegara Republik Indonesia Ho{nor 50a9);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tenhng Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor t1),
sehgaimana telah beberapakali dirubah diubah terakhir dengan Pemturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas
Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 192l tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indoneia Tallun 2010
Nomor 31)

16. Peraturan Pemerintah l,lomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NeEara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lA, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aO28);

lT.Peraturan Pemerinbh....4
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L6), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2&)4 tentang Kedudukan Protokoler dan lGuargan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47tZ);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran lt{egara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia
Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bntang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l'{omor
49, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesi.a Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah lSomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(85 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

21. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); l

22. Per:aturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarq Sistem Infurmasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z)05
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2O05
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran. Nqgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor 4585);

ZS.Peraturan Pemerintah.......5
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

27, Peraturan Pemerinbh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Fedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negnra
Republk Indo*esia ftb{nor a59B};

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 206 Tentang Pengelolaan Barang
Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
F'lomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik In&rresia Nornor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006
tentang PerEelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran ltlgara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor ,1855);

29. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2005 tentang Pebporan Keuangan
dan Kinerja Ifstansi Pemerinhh (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 ldomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a619;

30. Peraturan Pemerinhh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pernerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan iPernerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20A7 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
46e3);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegarE Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nqnor aB7);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l'lomor a7a\;

34.Peraturan Pemerintah..........6
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

. Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

35. Peraturan Femerinhh Nomor 5 Tahun 208 tenEng Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

36. Peratumn Pemerfntah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indoneia
Nomor 5104);

37. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata C-ara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keduduftan lGuangan Gubenrur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembman Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

38. Peraturan Pemiintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 201O Nornor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5161);

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Milik Pemerintah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedg,man
Pengelolaan Keuangan Daerah se@aimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nonpr 59 Tahun 20O7 tentarg Peruhhan Abs
Pemturan Menhri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2S7 tentang Tata C.ara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; )

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tenbng Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

43. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2007 tenta*g
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tah Cara Pengrernbalian Tunjangan Kornunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

44.Peraturan Pemerintah....7
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun ZOAT tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata C.ara Penghitungan, Penganggaran Dafam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20tt;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Maplenglo Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten lilajalengka Tahun 2005 Nomor B

seri E);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupten Majqlengka Tahun 20O8 Ftomor 2);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nonor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, A);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan
usaha Mikro, Kecildan Menengoh Kabupaten Majalengka (Lembamn Daemh
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

51. Peraturan Daemh Kabupaten Majalengka Nornor 10 Tahun 2009 tenhrE
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majatengka (Lembaran Daerah
lGbupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011
Nomor 1);

MEMUTTISI(AN :

Menetapkan : PERATURAII BUPATI TENTAI{G PENJABARAN
AI{GGARAIT PEITDAPATA]I DA't BET.AT{'A DAERAH
KABUPATEIT IITA'ALENGKA TAHUN ANGGARAN
2011. l

Pasal 1..................8



Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiriatas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 81.648.305.613,00
b. DanaPerimbangan Rp. 94r.901.649.269,m
c. Lainlain Pendapatan yang Sah Rp. 197.970.934.080,00

Jumlah Pendapatan
Z. Betania

a. BelaniaTidaklangsung
1). BelanjaPegairai Rp 749.fr1.69L458,75
2). Belanja Bunga Rp 0,00
3). Belanja Subsidi Rp. 0,00
4). Belanja Hibdr Rp. 8.223.626.080,00
5). Belarqa Bantuan Soaiat Rp. 24.297.951.0E0,m
6). Belanja BagiHasil Rp. 1.721000.000,00
7). Bdania Bantuan Karangan Rp, 43.233.652.259,00
8). Belanja Tak Terdrga Rp. 5m.000.0m,m

Rp 1.221.520.888.96e00

Jumlah Belatia Tidak Langsung Rp 818.5{11.92r.877,75

b. B*anialangsung *

1). Belanja Pegawai Rp. 73.271.092.356,00
2). Belania Barang dan Jasa Rp. 186.201.882.098,00
3). Bdanjalhdal Rp. 167.972.nfl36,3,W

Jumlah Belanja langsung Rp 427.445.195.407,00

JumtahBelanja Rp 1245.%7.117:n4,75
RP (U.126228-lZ2,7q

Surplus(Ihfisit) )

3 Pembiayaan

1). Penaimaan Rp. n.g%.2%3n,75
2). Pengduara'l Rp. 5.500-W.m,m

Jumlah Pembiayaan lletto , Rp 21.426.m3A475
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Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 tercantum
dalam l-ampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Januari 2011

BUPATI MA'ALENGKA,

Capfnd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Januar.i 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MA'ALENGKA,

r[*
ADE RACHMATALI

BERTTA DAEMH KABUPATEN MA]ALENGKATAHUN 2011 NOMOR 1


